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1. Bagaimanakah tanggapanmu mengenai isi dari berita tersebut? Hal positif apa yang bisa anda ambil dari kejadian tersebut?
Jawab: Menurut saya aksi unjuk rasa menentang UU Cipta Kerja yang berujung pada 123 mahasiswa terpapar Covid-19 menunjukkan besarnya risiko berkumpul di masa pandemi. Meskipun aksi ini mencerminkan kepedulian terhadap kebijakan pemerintah, kerumunan besar tetap berpotensi mempercepat penyebaran virus, yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat. Sisi positif dari kejadian ini adalah meningkatnya pemahaman tentang pentingnya menjaga keseimbangan antara hak menyampaikan pendapat dan tanggung jawab sosial. Mahasiswa menunjukkan kepedulian terhadap isu nasional, tetapi perlu mempertimbangkan cara yang lebih aman untuk menyampaikan aspirasi, seperti melalui forum diskusi, petisi online, atau jalur hukum. Selain itu, peristiwa ini menekankan perlunya komunikasi yang lebih terbuka antara pemerintah dan masyarakat. Dengan adanya transparansi dalam pembuatan kebijakan, aspirasi publik dapat disampaikan secara lebih efektif tanpa mengorbankan keselamatan dan kesehatan bersama.

2. Bagaimanakah menurut pendapatmu mengenai tata cara mengemukakan pendapat di tempat umum seperti  demonstran yang merusak fasilitas umum saat menyampaikan orasinya tetapi merasa tidak bersalah meskipun telah jelas-jelas merusak dan bagaimanakah cara menyalurkan aspirasi yang lebih baik di tengah pandemi covid-19?
Jawab: Demonstrasi merupakan hak warga negara, tetapi harus dijalankan secara tertib tanpa merusak fasilitas publik. Perilaku anarkis justru mencoreng tujuan perjuangan dan bertentangan dengan hukum. Selama pandemi, aspirasi lebih baik disampaikan dengan cara yang aman, seperti melalui diskusi akademik, petisi online, atau pertemuan dengan pihak berwenang. Dengan demikian, pendapat tetap dapat dikemukakan tanpa mengancam kesehatan dan ketertiban masyarakat.

3. Bagaimanakah solusimu mengenai permasalahan benturan kepentingan antara pengusaha dan buruh dalam konteks tetap mengedepankan antara hak dan kewajiban yang seimbang?
Jawab: Konflik kepentingan antara pengusaha dan buruh sering muncul karena perbedaan tujuan—pengusaha berupaya menekan biaya, sementara buruh menginginkan kesejahteraan yang lebih baik. Solusi yang dapat diterapkan adalah melalui dialog terbuka untuk mencapai kesepakatan yang adil bagi kedua belah pihak. Pemerintah perlu mengatur kebijakan yang seimbang, memastikan hak buruh terpenuhi, seperti upah yang layak dan jaminan sosial, sekaligus menegaskan kewajiban mereka dalam bekerja secara produktif. Selain itu, peningkatan keterampilan pekerja dapat membantu daya saing mereka, sementara pemberian insentif kepada perusahaan yang menerapkan standar kesejahteraan akan mendorong praktik bisnis yang lebih bertanggung jawab.

4. Jelaskan hal yang perlu diperbaiki dalam rangka menjunjung tinggi hak dan kewajiban antara negara dan warga negara sehingga mewujudkan kehidupan yang harmoni dalam konsep bermasyarakat, berbangsa dan bernegara?
Jawab: Untuk mewujudkan kehidupan harmonis antara negara dan warga negara, perlu perbaikan dalam:  
1.Transparansi dan Akuntabilitas yaitu Pemerintah harus terbuka dan melibatkan masyarakat dalam kebijakan.  
2.Keseimbangan Hak dan Kewajiban yaitu Negara melindungi hak warga, sementara warga menaati aturan.  
3.Penegakan Hukum Adil yaitu Hukum harus berlaku sama bagi semua tanpa diskriminasi.  
4.Pendidikan Kewarganegaraan yaitu Masyarakat perlu memahami hak, kewajiban, dan nilai demokrasi.  
5.Dialog dan Partisipasi Publik yaitu Pemerintah harus membuka ruang diskusi dan menerima masukan masyarakat.  
Dengan langkah ini, hubungan negara dan warga akan lebih adil dan demokratis.
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